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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor ; 12025090337

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMKS ASSYAFI IYYAH AN NAHDLIYAH
KEPADA
YAYASAN ABDUL LATIEF ASSYAFI IYYAH BONE

Membaca : Surat Permohonan dari Kelua Yayasan SMRS | Assyali lyyah An Nahdliyah Nomar :
03/YALAB/BONE//2025 tanggal 22-01-2025 perihai Permohonan Izin Penyelenggaraan
Sekolah Menengah Ke[uruan . x‘"’"
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Menimbang: a. bahwa berdasarkan Sural I{epala Din; JPantﬂdik&n Provinsi Sulawesi Selalan
Nomor : 421 5/3233/DISDIK Targdgat 04 Juni 2025LFenhal Pertimbangan Teknis [jin
Operasional Sekolah dan berdasarkan hasil Verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan
oleh Tim VerfiRE2MdAhVishabl palid Bhgabile*d A Y Mel 2025 dengan surat tugas
nomor : 800.1.11.1 / 2283 / Disdlk, menyalakan bahwa SMKS ASSYAFI IYYAH AN
NAHDLIYAH layak di berikan Izin Operasional Sekolah dengan Konsentrasi
Keahlian, Bidang Keahllan (Senl dan Ekonomi Krealif), Program Keahlian {Desaian
Kemunikasi Visual ), Konsentrasl Keahlian {Desalan Komunikasi Visual), Program 3
Tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, peru
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Salu Pintu Provinsl Sulawesi Selalan tenlang lzin Operasional Sekolah SMKS
ASSYAFI IYYAH AN NAHDLIYAH.

-
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Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistemn pedidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tenlang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinlahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5679);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tenlang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tenlang perubahan alas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republikk Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Salu Pinlu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraluran Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
teniang Slandar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
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6. Peraluran Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesla nomor 36 tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

7. Peraluran Daerah Provinsi Sulawesl Selalan nomor 2 tahun 2016 tenlang
Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Sulawesl Selatan Nomor 2 Tahun 2023 lenlang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang
Keglatan Usaha, dan Non Perizinan;

8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknolegi Rl Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINS!I SULAWESI SELATAN JENTANG IZIN OPERASIONAL
SMKS ASSYAFI IYYAH AN NAHDLIYAH; -= \
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KESATU  : Menyetujui pﬁﬂ}‘flenggaman Izin Operasional sda;
Nama Sekcighy| [rEMKS ASSYAF IYYAA AN NAHDLIYAH

Alamat- & 31 Canranae Ling Kampung Ea:u |-<s| Polewali Kec. Tanete
No, Telpon/HP Q R'aﬂang Baratléab BoneoL | =
e ' 081340818314
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KEDUA : Sekolah sebagaimana %lmaksud pa§ Eﬁu AIEiESh'I’U wajib mentaati dan
melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesual dengan aturan dan ketentuan yang
beraku,

KETIGA  : Izin Operasional ini berlaku 2 {dua) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini,
dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan inl, akan diadakan perbalkan
sebagaimana mestinys;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Ju!i 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAM TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAH
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1. Gubemur Provinsi Sulawes! Selatan (Sebagal Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan prov. Sulsel

a, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ili

4. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20250205102055
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